
SALINAN 

- I 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 29 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG 
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN 

UJIAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013, telah 
diatur mengenaiPenyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan 
Kesetaraan dan Ujian Nasional; 

b. bahwa implementasi penerapan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ 
Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Ujian 
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional berada 
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit 
Kerja Perangkat Daerah (UKPD), sehingga Peraturan Gubernur 
dimaksud perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan 
Ujian Nasional; 

1 .  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Standar lsi Untuk Saluan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Saluan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

10 .  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 
2006 tentang Standar lsi Untuk Saluan Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007; 

1 1 .  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Standar lsi Untuk Program Pake! A, Program Pake! B dan Program 
Paket C; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Penilaian Pendidikan; 

13.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Pake! A, Program 
Pake! B dan Program Paket C; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan lnklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan 
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Baka! lstimewa; 

15 .  Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Pendidikan Agama pada Sekolah; 

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Keagamaan Islam; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 
tentangKriteria Kelulusan Peserta Didik dari Saluan Pendidikan dan 
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan 
Ujian Nasional; 

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan 
Penyandang Disabilitas; 

2 1 .  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

22. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi 
Sekolah/Madrasah; 

23. Peraturan Gubernur Nomor 1 1 6  Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan lnklusif; 

24. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus; 
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25. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Pendidikan; 

26. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN 
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN 
NASIONAL. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 27 dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan 
dan Ujian Nasional, diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 27 

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Ujian S/M/PK dan/atau UN 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus I bu kola Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 April 2013 

GUBERNUR PROV INS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

JOKOWIDODO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 April 2013 

Pit. SEKRETARIS OAERAH PROVINS! DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

WIRIYATMOKO 
NIP 195803121986101001 

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2013 NOMOR 75006 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

� 
SRI RAHAYU 

NIP 195712281985032003 


